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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan,
Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus

Utama Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN,
DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS
UTAMA PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi.

Kampus Utama perguruan tinggi adalah domisili
perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif
sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri
tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

Pogram Studi di Luar Kampus Utama perguruan tinggi
yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi
yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota
administratif yang tidak berbatasan langsung dengan
Kampus Utama.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang meliputi
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perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan
tinggi.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
menangani  Kelembagaan  Pendidikan  Tinggi di
Kementerian.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2
(1) Pembukaan atau perubahan PSDKU bertujuan:

a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan
relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah
Indonesia; dan

b. meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah
serta pengabdian kepada masyarakat untuk
mendukung Pembangunan Nasional.

(2) Penutupan PSDKU bertujuan melindungi masyarakat
dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan
tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

yang tidak bermutu.

BAB II
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
POGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
(1) Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah
program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi
yang sama dengan program studi yang telah ada di

Kampus Utama suatu perguruan tinggi.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Perubahan PSDKU merupakan penggantian nama di
dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi
tertentu, dan/atau perubahan kompetensi Ilulusan
PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum
PSDKU pada suatu perguruan tinggi.

Penutupan PSDKU merupakan pengurangan jumlah
program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi
yang sama dengan program studi yang telah ada di
Kampus Utama suatu perguruan tinggi.

Pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan untuk
memenuhi jumlah dan jenis program studi sebagai syarat
suatu bentuk perguruan tinggi tertentu.

Perubahan atau penutupan PSDKU tidak mengakibatkan
perubahan bentuk atau penutupan suatu perguruan

tinggi.

Bagian Kedua

Pembukaan Pogram Studi di Luar Kampus Utama

Pasal 4
PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik
dan vokasi, untuk program sarjana, magister, dan
diploma.
PSDKU pada jenis pendidikan dan program pendidikan
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka
untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah mendapat

persetujuan Menteri.

Pasal 5

PSDKU dapat dibuka di provinsi yang sama dengan
provinsi letak Kampus Utama berada, atau provinsi yang
berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada.
PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperoleh izin pembukaan PSDKU.

Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi,
pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN atau PTS

di provinsi letak PSDKU akan dibuka.



2017, No.58

(4) Kerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU

(1)

(2)

akan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau

bidang non-akademik.

Pasal 6

Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat

minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan standar

nasional pendidikan tinggi.

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana pembukaan PSDKU telah dicantumkan
dalam Rencana Strategis perguruan tinggi yang akan
membuka PSDKU;

b. perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU telah
menyelenggarakan program studi yang sama di
Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan
peringkat terakreditasi A atau Unggul;

c. perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU lintas
provinsi, bekerja sama dengan PTN atau PTS yang
berstatus terakreditasi di provinsi letak PSDKU akan
dibuka;

d. pembukaan PSDKU dilakukan untuk memenuhi
minat calon mahasiswa pada PSDKU tersebut yang
belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi
setempat;

e. kurikulum PSDKU paling sedikit sama dengan
kurikulum program studi yang sama di Kampus
Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;

f. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk
setiap PSDKU:

1. pada Program Diploma dan Program Sarjana
dengan kualifikasi:

a) paling rendah berijazah Magister dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang

dengan PSDKU yang akan dibuka;



